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SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Malang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Gugatan Cerai  antara:

PENGGUGAT,  umur  20  tahun,  agama Islam,  pekerjaan Pedagang,   tempat

tinggal di Kota Malang, sebagai Penggugat; 

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat

tinggal di Kota Malang, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Mei

2019 telah  mengajukan Gugatan Cerai,  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Malang dengan nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Mlg, tanggal 07

Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  menikah  di  Kota  Malang  pada

tanggal  XX September  2017,  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

XXXX/XXX/IX/2017  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal XX September 2017;

2. Bahwa  setelah  melangsungkan  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang

selama selama kurang lebih 1 tahun; 
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3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) namun belum

dikaruniai  keturunan;

4. Bahwa semula  rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat  berjalan  baik,

rukun  dan  harmonis.  Namun  sejak  sekitar  bulan  Mei  tahun  2018

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat  Jarang  memberi  nafkah  wajib  kepada  Penggugat  karena

Tergugat  bekerja  sehingga  ia  sama  sekali  tidak  dapat  memenuhi

kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa

Penggugat bekerja sendiri;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan

dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulangnya sering 1 minggu sekali,

apabila  ditanya  darimana  saja  ia  selama  itu,  ia  hanya  menjawab

bekerja;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

bulan Agustus tahun 2018, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan

Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah

orang  tua  Penggugat  sendiri  di  alamat  yang  tersebut  diatas,  sehingga

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang

lebih  9  bulan,  dan  selama  itu  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

mengadakan komunikasi,  dan Tergugat  sudah tidak  pernah memberikan

nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya

Penggugat  berkesimpulan  sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat  meneruskan

hidup  berumah  tangga  bersama  Tergugat  walaupun  Penggugat  sudah

berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak

ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena

kebahagiaan  dan  ketentraman  rumah  tangga  tidak  dapat  terwujud

sebagaimana yang  dikehendaki  oleh  Undang-Undang  Perkawinan;

7. Bahwa  Penggugat  tidak  mampu  membayar  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini, karena miskin;
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Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan

cerai  dan  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Malang  agar

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan  biaya  perkara  DIPA  Pengadilan  Agama  Malang  tahun

anggaran 2019;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon

putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor

1010/Pdt.G/2019/PA.Mlg  tertanggal  10  Mei  2019  dan  24  Mei  2019  yang

dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  Gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:
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- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Nomor :

XXXX/XXX/IX/2017  Tanggal  XX  September  2017,  bermaterai  cukup

dan fotokopi  tersebut  telah  dicocokkan telah  sesuai  dengan aslinya,

kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan

Swasta, alamat Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai

tetangga Penggugat; 

- Bahwa,  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang

sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di  rumah  kediaman  orang  tua  Tergugat  dan  belum  dikaruniai

keturunan;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam

keadaan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Mei  tahun  2018,  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering

keluar  rumah tanpa pamit  kepada Penggugat  bahkan pulangnya

seminggu sekali;

- Bahwa  saksi  dapat  mengetahui  hal  tersebut  karena  melihat

sendiri secara langsung;

- Bahwa,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah

tempat  tinggal  kurang  lebih  selama  9  bulan  hingga  sekarang,

Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat  dan  pulang  kerumah

orangtuanya;

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa,  saksi  tidak  sanggup  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat;
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2. SAKSI  II, umur  20  tahun,  pendidikan  SMP,  agama  Islam,

pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Malang, di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai

tetangga Penggugat;

- Bahwa,  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang

sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di  rumah kediaman orang  tua  Tergugat  namun belum dikaruniai

keturunan;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam

keadaan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Mei  tahun  2018,  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering

keluar  rumah tanpa pamit  kepada Penggugat  bahkan pulangnya

seminggu sekali;  

- Bahwa  saksi  dapat  mengetahui  hal  tersebut  karena  melihat

sendiri secara langsung;

- Bahwa,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah

tempat  tinggal  kurang  lebih  selama  1  tahun  hingga  sekarang,

Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat  dan  pulang  kerumah

orangtuanya;

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa,  saksi  tidak  sanggup  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat;

Bahwa,  Penggugat  menyatakan  sudah  tidak  mengajukan  sesuatu

apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya serta

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  semua  yang

tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa  hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  Gugatan  cerai  terhadap

Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan  baik,  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Mei  tahun  2018

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai  goyah, sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat Jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat

bekerja sehingga ia sama sekali  tidak dapat  memenuhi  kebutuhan rumah

tangga  bersama  dan  untuk  memenuhinya  terpaksa  Penggugat  bekerja

sendiri;

b. Tergugat  sering  meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  tanpa  tujuan

dan/atau  tanpa  alasan  yang  sah  dan  pulangnya  sering  1  minggu  sekali,

apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab bekerja;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
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isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  perkawinan  pada  tanggal  27  September  2017  tercatat  di

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang,  sehingga  bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

yang  sempurna  dan  mengikat,  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh

karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak dalam perkara

ini;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Penggugat,  sebagai  tetangga Penggugat,

sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil

Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa saksi  2  Penggugat,  sebagai  tetangga Penggugat,

sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil

Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P serta  Saksi  1  dan Saksi  2,

terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa,  Penggugat  menikah  dengan  Tergugat  pada  tanggal  27

September 2017, setelah menikah rumah kediaman orang tua Tergugat dan

belum dikaruniai  keturunan; 

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi  pertengkaran

yang  disebabkan  Tergugat  sering  keluar  rumah  tanpa  pamit  kepada

Penggugat  bahkan  pulangnya  sering  seminggu  sekali,  hingga akhirnya

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal  kurang lebih

selama 9 bulan hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

dan pulang kerumah orangtuanya;

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun

dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dengan  Tergugat  merupakan  suami  isteri  sah,  di

dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus;

2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah

tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Bahwa,  kedua  pihak  telah  diupayakan  untuk  didamaikan  akan  tetapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang  tercantum di  dalam  Kitab  Al  Anwar  Juz II

halaman 149,  yang  diambil  sebagai  pendapat  majelis, berbunyi  sebagai

berikut : 

  

Artinya : “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti,

serta memutus gugatan tersebut“;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul

Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :
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Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak,

maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah

hukum  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  273K/  AG/1998

tanggal  17 Maret  1999 yang mengandung abstraksi  hukum bahwa “cekcok,

hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

tidak  berniat  untuk  meneruskan  kehidupan  bersama  dengan  pihak  lain,

merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo  pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka Gugatan Penggugat  telah beralasan dan tidak melawan hukum,

oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  mengabulkan  Gugatan  Penggugat  dengan

menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  terhadap  Penggugat,  sesuai

dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor 50  Tahun  2009,  biaya

perkara  harus  dibebankan  kepada  Penggugat  dan  sesuai  Surat  Keputusan

Pengguna  Anggaran  Pengadilan  Agama  Malang Nomor  :  W13-

A2/2698/HK.05/SK/5/2019  tanggal  7  Mei  2019  Penggugat  dikabulkan  untuk

beracara secara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat akan dibebaskan dari

membayar biaya dan biaya perkara akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan

Agama Malang Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh

satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang

Tahun 2019;

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari   Kamis tanggal  13 Juni  2019  Masehi bertepatan

dengan 9 Syawal 1440 Hijriyah, oleh  kami  Dr. H. Sukri, Hc., M.H. sebagai

Ketua  Majelis,  Drs.  Abd.  Rouf,  M.H. dan  Dra.  Hj.  Laila  Nurhayati,  M.H.,

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga, oleh Ketua Majelis  tersebut

dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Ahmad  Fathoni

Arfan,  S.Kom.,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rouf, M.H.

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri, Hc., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.
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Panitera Pengganti,

Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H.,

M.H.

PERINCIAN BIAYA :
1. ATK Rp. 75.000,00

2. Biaya Panggilan Rp. 150.000,00
3. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 231.000,00
       (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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